
 

 

 

 

 

 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 34 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 42), perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 
   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 
    

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
    
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
    

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
    

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
    
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
    
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
    

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
    
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
    
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
    
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5165); 
    
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
    
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 

2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 

Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 16); 



    

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14  Tahun 

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Tahun 2014  Nomor 14); 
    

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 9); 
    
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Nomor 42); 
    

  18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 65 Tahun 2014 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Tahun 2014 Nomor 65); 
    

  19. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 

2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah  Kabupaten 

Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 31); 
    

  20. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 

2015 Nomor 43); 
    

  21. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2015 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah  

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 50); 

  
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

        

                     Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri dari: 

a. Pendapatan:       

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 86.065.752.914,86 

2. Pendapatan Dana Perimbangan Rp. 547.696.103.705,00 

3. lain-lain pendapatan yang sah Rp.  100.532.642.906,54 

jumlah pendapatan  Rp. 734.294.499.526,40 

 



b. Belanja: 

1. Belanja tidak langsung: 

a) belanja pegawai  Rp. 252.648.319.949,00 

b) belanja bunga  Rp.                              - 

c) belanja subsidi  Rp.                              - 

d) belanja hibah  Rp.    22.914.645.167,00 

e) belanja bantuan sosial  Rp.      2.336.515.000,00 

f) belanja bagi hasil  Rp.      4.743.020.097,64 

g) belanja bantuan keuangan  Rp.     

64.016.995.299,41 

h) belanja tidak terduga  Rp.           -                         

jumlah belanja tidak langsung     Rp. 346.659.580.042,05 

 

2. Belanja langsung: 

a) belanja Pegawai  Rp.     

67.816.282.489,00 

b) belanja barang dan jasa Rp.   

148.085.743.283,00 

c) belanja modal  Rp.   

212.946.058.757,00 

jumlah belanja langsung Rp.   

428.848.084.529,00 

 

      surplus/defisit Rp (41.213.090.515,65) 

c. Pembiayaan: 

1. penerimaan                 Rp. 165.359.387.392,93 

2. pengeluaran                 Rp.    10.500.000.000,00 

jumlah pembiayaan netto Rp.  158.342.616.416,93 

 

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  Rp.  117.129.535.901,28 

 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan 

Realisasi Anggaran. 

 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Belitung Timur. 

 

 

    Ditetapkan di Manggar 

    pada tanggal 30 Agustus 2016   

    BUPATI BELITUNG TIMUR, 

              ttd 

               YUSLIH IHZA 

 

 

Diundangkan di Manggar 

pada tanggal 30 Agustus 2016 

      SEKRETARIS DAERAH 

         KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

 

                             ttd 

 

            TALAFUDDIN 

 

 

    BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 34  

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

ttd 

 
AMRULLAH, SH 

Penata Tk. I (III/d) 

NIP. 19710602 200604 1 005 
 

 


